






A. Administrasi Publik 
Definisi administrasi publik oleh Hughes (1994:6), menjelaskan: 
“Public admnistrationis is activity serving the public, and public 
servant carry out policies derived from others. It is concerned with 
procedures, with translating policies into action and with office 
management”. 
 
Hughes melalui definisinya menjelaskan bahwa pada dasarnya ada 
dua kegiatan utama dari administrasi publik yakni pemberian pelayanan 
publik dan pembuatan kebijakan publik. Dijelaskan oleh Nugroho (2008:89) 
mengenai konsep administrasi publik dengan model lima jenjang administrasi 
publik yang dikembangkan dari model pemahaman administrasi publik dapat 
didefinisikan menjadi lima tingkatkan pengelompokan yaitu birokrasi, 
pemerintahan, negara, dan governance yang lingkupnya adalah keseluruhan 
sistem politik dan global governance. 
Seiring dengan berkembangnya kompleksitas persoalan yang dihadapi 
oleh administrator publik yang kemudian ditanggapi oleh para teoritis dengan 
mengembangkan ilmu administrasi publik. Perkembangan administrasi publik 
ini mengalami beberapa kali perubahan paradigma, seperti diungkapkan oleh 
Denhardt dan Denhardt dalam Muluk (2006:1) bahwa terdapat tiga perspektif 
dalam administrasi publik yaitu old public administration, new public 





Perspektif yang pertama yaitu old public administration merupakan 
perspektif klasik yang berkembang sejak tulisan Woodrow wilson pada tahun 
1887 yang berjudul “the study of administration”. Perspektif ini meletakkan 
perhatian pada fokus pemerintahan pada penyediaan layanan secara langsung 
kepada masyarakat melalui badan-badan publik. Perspektif ini berpandangan 
bahwa organisasi publik beroperasi paling efisien sebagai suatu sistem 
tertutup sehingga keterlibatan warga negara dalam pemerintahan dibatasi. 
Ada beberapa teori yang sangat kuat mempengaruhi perspektf old public 
administration ini yaitu teori birokrasi Max Weber, teori Scientific 
Management dari Frederick Taylor dan teori Human Relations dari Elton 
Mayo. Namun dalam perkembangannya, perspektif ini dinilai memiliki 
beberapa kelemahan yaitu menyebabkan birokrasi menjadi sangat besar 
sehingga mengakibatkan turunnya produktivitas, lamban, tidak efisien dan 
tidak efektif. 
Perspektif administrasi publik yang kedua yaitu new public 
management. Perspektif ini berusaha menggunakan pendekatan sektor swasta 
dan pendekatan bisnis dalam sektor publik dimana menekankan pada 
penggunaan mekanisme dan terminologi pasar sehingga memandang hubugan 
antara badan-badan publik dengan pelanggannya sebagai layaknya transaksi 
yang terjadi antara penjual dan pembeli dan ini menimbulkan kritikan karena 
terlalu mengedepankan konsep-konsep swasta dan bisnis tersebut. Beberapa 
praktek yang digunakan dalam perspektif ini yaittu downsizing, 





manajemen stratejik, perencanaan stratejik, manajemen kinerja dan anggaran 
kinerja. 
Perspektif yang ketiga yaitu new public service, perspektif ini 
mengawali pandangannya dari pengakuan atas warga negara dan posisinya 
yang sangat penting bagi pemerintahan yang demokratis. Menurut Denhardt 
& Denhardt dalam Muluk (2006:6), dimana warga negara diposisikan sebagai 
pemilik pemerintahan (owners of government) dan mampu bertindak secara 
bersama-sama mencapai sesuatu yang lebih baik. Kepentingan publik tidak 
lagi dipandang sebagai agregasi kepentingan pribadi melainkan sebagai hasil 
dialog dan keterlibatan publik dalam mencari nilai bersama dan kepentingan 
bersama. 
Berdasarkan teori dari beberapa ahli yang telah dijabarkan diatas, jelas 
bahwa kebijakan publik itu merupakan bagian dari administrasi publik 
dimana kebijakan publik merupakan salah satu kegiatan utama dari 
administrasi publik yang berkenaan dengan implementasi kebijkan publik. 
 
B. Kebijakan Publik 
1. Pengertian Kebijakan Publik 
Pada dasarnya banyak batasan atau definisi apa yang dimaksud 
dengan kebijakan publik (public policy) dalam literatur-literatur ilmu 
politik. Masing-masing definisi tersebut memberi penekanan yang 
berbeda-beda. Perbedaan ini timbul karena masing-masing ahli 





pendekatan dan model yang digunakan oleh para ahli pada akhirnya juga 
akan menentukan bagaimana kebijakan publik tersebut hendak 
didefinisikan (Winarno, 2007:16). Menurut Thomas R. Dye kebijakan 
publik adalah apapun juga yang dipilih pemerintah, apakah mengerjakan 
sesuatu atau tidak mengerjakan (mendiamkan) sesuatu itu (whatever 
government choose to do or not to do)”. Dye mengemukakan bahwa bila 
pemerintah mengambil suatu keputusan maka harus memiliki tujuan yang 
jelas, dan kebijakan publik mencakup semua tindakan pemerintah, jadi 
bukan semata-mata merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau 
pejabat pemerintah saja (Syafiie Inu Kencana, 2007:86). Sementara Carl 
Friedric (dalam Winarno 2007:17) mengemukakan bahwa: 
“Kebijakan sebagai suatu arah tindakan yang diusulkan oleh 
seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan 
tertentu yang memberikan hambatan-hambatan dan peluang-
peluang terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan 
dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan atau 
merealisasikan suatu sasaran atau suatu maksud tertentu”. 
 
Namun demikian, satu hal yang harus diingat dalam 
mendefinisikan kebijakan, adalah bahwa pendefinisian kebijakan tetap 
harus mempunyai pengertian mengenai apa yang sebenarnya dilakukan 
oleh pemerintah, daripada apa yang diusulkan da lam tindakan mengenai 
suatu persoalan tertentu. Definisi mengenai kebijakan publik akan lebih 
tepat bila definisi tersebut mencakup pula arah tindakan atau apa yang 
dilakukan dan tidak semata-mata menyangkut usulan tindakan. Winarno 
mengemukakan bahwa definisi yang lebih tepat mengenai kebijakan 





Anderson dalam Winarno (2007:18) yaitu “kebijakan merupakan arah 
tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor 
atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau suatu persoalan”. 
Konsep kebijakan ini dianggap tepat karena memusatkan perhatian pada 
apa yang sebenarnya dilakukan dan bukan pada apa yang diusulkan atau 
dimaksudkan oleh pemerintah.  
Amir Santoso dalam Winarno (2007:19), dengan mengkomparasi 
berbagai definisi yang dikemukakan oleh para ahli yang menaruh minat 
dalam kebijakan publik mengemukakan bahwa pada dasarnya pandangan 
mengenai kebijakan publik dapat dibagi ke dalam dua wilayah kategori 
yaitu: 
Pertama, pendapat ahli yang menyamakan kebijakan publik 
dengan tindakan-tindakan pemerintah. Para ahli dalam kelompok 
ini cenderung menganggap bahwa semua tindakan pemerintah 
dapat disebut sebagai kebijakan publik. Kedua, menurut Amir 
Santoso berangkat dari para ahli yang memberikan perhatian 
khusus kepada pelaksanaan kebijakan. Para ahli yang masuk dalam 
kategori ini terbagi dalam dua kubu, kubu pertama melihat 
kebijakan publik dalam tiga lingkungan, yakni perumusan 
kebijakan, pelaksanaan kebijakan dan penilaian dan kubu kedua 
memandang kebijakan publik sebagai suatu hipotesis yang 
mengandung kondisi-kondisi awal dan akibat-akibat yang bisa 
diramalkan.  
 
Lebih lanjut, Effendi dalam Syafiie (2006:106) mengemukakan 
bahwa pengertian kebijakan publik dapat dirumuskan sebagai:  
Pengetahuan tentang kebijakan publik adalah pengetahuan tentang 
sebab-sebab, konsekuensi dan kinerja kebijakan serta program 
publik, sedangkan pengetahuan dalam kebijakan publik adalah 
proses menyediakan informasi dan pengetahuan untuk para 
eksekutif, anggota legislatif, lembaga peradilan dan masyarakat 
umum yang berguna dalam proses perumusan kebijakan serta yang 






Berdasarkan definisi dan pendapat para ahli di atas, maka dapat 
dikemukakan bahwa kebijakan publik merupakan tindakan-tindakan 
tertentu yang dilakukan oleh pemerintah ataupun pejabat pemerintah. 
Setiap kebijakan yang dibuat pemerintah pasti memiliki suatu tujuan, 
sehingga kebijakan publik berguna untuk memecahkan masalah atau 
problem yang ada dalam kehidupan masyarakat. Kebijakan publik sangat 
perlu adanya karena tugas pemerintah sebagai pelayan masyarakat yang 
harus merumuskan tindakan-tindakan untuk masyarakat. 
2. Implementasi Kebijakan Publik 
Grindle dalam Wahab (1991:45) menjelaskan bahwa implementasi 
kebijakan sesungguhnya bukanlah sekedar bersangkut-paut dengan 
mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur-
prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu, ia 
menyangkut masalah konflik, keputusan dan siapa memperoleh apa dari 
suatu kebijaksanaan. Jenkins dalam Parson (2011:463) menjelaskan bahwa 
studi implementasi adalah studi perubahan: bagaimana kemungkinan 
perubahan bisa dimunculkan. Implementasi merupakan tahap atau aksi 
dimana semua perencanaan yang dirumuskan menjadi kebijakan yang di 
operasionalkan. Suatu kebijaksanaan negara akan menjadi efektif bila 
dilaksanakan dan mempunyai dampak positif bagi anggota-anggota 
masyarakat (Islamy, 1992:107). Selanjutnya dalam memahami 





terjadi sesudah sesuatu program yang dilaksanakan atau dirumuskan. 
Implementasi membutuhkan sistem kontrol, komunikasi top-down dan 
sumber daya yang dapat menjalankan tugas implementasi tersebut. 
Implementasi adalah proses yang melibatkan pihak yang melaksanakan 
implementasi, atau melaksanakan dari atas. Suatu hal yang penting dalam 
pembuatan kebijakan adalah sejauhmana kebijakan dapat 
diimplementasikan sesuai dengan tujuan dari dibuatnya kebijakan. Suatu 
kebijakan tidaklah menjadi kebijakan yang dapat dirasakan manfaat atau 
akibatnya jikalau tidak diimplementasikan secara baik.  
3. Model – Model Implementasi Kebijakan 
Dalam implementasi kebijakan publik terdapat beberapa macam 
model implementasi yang berguna untuk memahami dasar-dasar kebijakan 
yang efektif. Seperti yang diuraikan oleh Nugroho dalam beberapa 






a) Model George C Edward III (1980) 
Dalam bukunya implementing public policy (1980) George C 
Edward III menguraikan tentang beberapa pendekatan terhadap studi 
implementasi dari beberapa ahli, seperti, Merelle S. Grindle (Case Study 
Approach), pendekatan berdasarkan analisis keputusan oleh Graham 
Alison dalam bukunya “Essence of Decesion” (1971), pendekatan yang 
memandang implementasi sebagai suatu ‘game’ oleh Eugene Bardach 
pendekatan yang dilakukan oleh Donald Van Metter dan Kart Van Horn 
serta yang paling akhir ialah menurut Paul Sabatier dan Daniel 
Mazmanian. Berdasarkan latar belakang pendapat para ahli tersebut 
diatas, George C Edward III tiba pada pendekatan yang dipilihnya, 
dengan terlebih dahulu mengemukakan 2 pernyataan pokok yaitu: 
1. Hal-hal apa saja yang merupakan persyaratan bagi suatu implementasi 
yang berhasil 
2. Apa saja yangmerupakan penghambat utama terhadap keberhasilan 
implementasi program? 
Berdasarkan kedua pertanyaan tersebut di atas, Menurut Nugroho 
(2011:636) mengutip pendapat George C Edward III dirumuskan empat 
faktor atau variabel yang merupakan syarat-syarat terpenting guna 
keberhasilan implementasi. 
Adapun faktor-faktor keberhasilan/kegagalan implementasi 






1. Faktor komunikasi 
Dalam implementasi, menurut George C Edward III (1980), 
komunikasi ini memiliki peranan penting, tidak hanya bagi para 
implementor , tapi juga bagi policy maker. Karena bagaimana juga 
dalam implementasi yang efektif, policy maker dalam meminta para 
pelaksana (implementor) tidak sekedar dengan suatu petunjuk yang 
jelas, tetapi yang penting adalah adanya konsisten komunikasi dari atas 
ke bawah, dalam arti arus komunikasi yang terjadi harus jelas dan 
tegas. Bila tidak, maka akan membuka peluang bagi para pelaksana 
untuk menafsirkan kebijakan tersebut. Atau dengan kata lain, perlu 
dihindari adanya suatu hal yang dapat menimbulkan suatu kegaduhan, 
kebingungan diantara para pelaksana, sebagai akibat dari adanya 
kelonggaran-kelonggaran dalam menafsirkan kebijakan tersebut. 
Terpenting lagi harus adanya ketetepan dan keakuratan informasi 
kebijakan, sehingga para pelaksana dapat mengetahui dengan jelas apa 
yang menjadi tujuan yang sebenarnya ingin dicapai dari implementasi 
kebijakan tersebut, dan mereka dapat mengetahui dengan tegas dan 
jelas, apa yang seharusnya mereka lakukan. 
Dengan kata lain, agar didapat implementasi yang efektif, para 
pelaksana harus mengetahui apa yang menjadi tujuan yang hendak 
dicapai dalam implementasi kebijakan tersebut. Ketentuan-ketentuan 
atau aturan-aturan untuk implementasi suatu kebijakan harus 





jelas, akurat, konsisten terhadap ketentuan-ketentuan atau aturan-
aturan tersebut. Jika tidak, maka akan terjadi salah pengertian di antara 
mereka dalam mengimplementasikan suatu kebijakan dan hasilnya 
tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. 
2. Faktor sumber daya 
Faktor sumber daya ini juga mempunyai peranan penting dalam 
implementasi kebijakan. Karena bagaimana pun jelas dan konsisten 
ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan serta bagaimana pun akuratnya 
dalam menyampaikan ketentuan-ketentuan tentang kebijakan 
sertifikasi, jika personil yang bertanggungjawab untuk melaksanakan 
kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber untuk melakukan 
pekerjaan secara efektif, maka implementasi kebijakan tersebut tidak 
akan efektif. 
Sumber-sumber penting dalam implementasi kebijakan yang 
dimaksud antara lain, mencakup staf, dimana harus memiliki keahlian 
dan kemampuan yang bisa melaksanakan tugas, perintah, dan anjuran 
atasan. Disamping itu, harus ada kesesuaian antara jumlah staf yang 
dibutuhkan dan keahlian yang harus dimiliki sesuai dengan tugas yang 
akan dikerjakan, dan untuk membiayai operasionalisasi implementasi 
kebijakan tersebut, informasi yang relevan dan cukup tentang 
bagaimana cara mengimplementasikan suatu kebijakan dan 






Informasi yang demikian ini juga penting untuk menyadarkan 
orang-orang yang terlibat dalam implementasi, agar di antara mreka 
mau melaksanakan dan mematuhi apa yang menjadi tugas dan 
kewajibannya. Kewenangan untuk menjamin atau menyakinkan bahwa 
kebijakan yang akan dilaksanakan adalah sesuai dengan yang mereka 
kehendaki, dan fasilitas yang digunakan untuk mengoperasionalkan 
implementasi kebijakan. Kurang cukupnya sumber-sumber ini, berarti 
ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan (law) tidak akan menjadi kuat, 
layanan terpadu tidak akan diberikan secara maksimal, dan peraturan-
peraturan pelaksanaannya yang dibutuhkan tidak akan berkembang. 
3. Faktor Sikap/Kecenderungan (Disposisi) 
Disposisi ini diartikan sebagai kecenderungan, keinginan atau 
kesepakatan para pelaksana untuk melaksanakan kebijakan. Dalam 
implementasi kebijakan, jika ingin berhasil secara efektif dan efisien, 
para pelaksana tidak hanya mengetahui apa yang harus dilakukan dan 
mempunyai kemampuan untuk melakukan kebijakan itu, tetapi mereka 
juga harus mempunyai kemampuan untuk melaksanakan kebijakan 
tersebut. Alasannya adalah, adanya ketergantungan mereka terhadap 
superioritas orang-orang yang merumuskan kebijakan. 
Alasan lainnya adalah, karena kompleksnya kebijakan itu sendiri. 
Bagaimanapun juga cara yang dilakukan implementor dalam 
melakukan keleluasaan itu, sebagaian besar tergantung pada 





akan dipengaruhi oleh pandangan mereka terhadap suatu kebijakan, 
dan bagaimana melihat pengaruh kebijakan itu terhadap peningkatan 
pendapatan asli daerah. 
4. Struktur birokrasi  
Organisasi, menyediakan peta sederhana untuk menunjukkan 
secara umum kegiatan-kegiatannya dan jarak dari puncak 














Model Implementasi Kebijakan George Edward III 













b) Model Donal S. Van Meter dan Carl E. Van Horn 
Model ini adalah model yang paling klasik. Model ini 
mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan dari kebijakan 
publik, implementasi dan kinerja kebijakan publik (Nugroho, 2011: 627). 
Beberapa variabel yang dimasukkan sebagai variabel yang 
mempengaruhi kebijakan publik adalah sebagai berikut: 
1) Standar dan Sasaran Kebijakan 
Variabel ini didasarkan pada kepentingan utama terhadap 
faktor-faktor yang menentukan kinerja kebijakan. Menurut kedua 
tokoh ini, identifikasi indikator-indikator kinerja ini menilai 
sejauhmana ukuran-ukuran dasar dan tujuan tujuan kebijakan telah 
direalisasikan. Ukuran-ukuran dasar dan tujuan tujuan berguna untuk 
menguraikan tujuan-tujuan keputusan kebijakan secara menyeluruh. 
Proses studi implementasi itu sendiri, tujuan-tujuan dan sasaran-
sasaran suatu program yang akan dilaksanakan harus diidentifikasi 
dan diukur karena implementasi tidak dapat berhasil atau mengalami 
kegagalan bila tujuan tidak dipertimbangkan. 
2) Sumber-sumber Kebijakan 
Ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan lain yang 
perlu mendapatkan perhatian dalam proses implementasi kebijakan 
adalah sumber sumber yang tersedia. Sumber-sumber layak mendapat 
perhatian karena menunjang keberhasilan implementasi kebijakan. 





dana atau perangkasng lain yang mendorong dan memperlancar 
implementasi yang efektif. Implementasi kebijakan, dalam prakteknya 
kita seringkali mendengar para pejabat maupun pelaksana mengatakan 
bahwa kita tidak mempunyai cukup dana untuk membiayai program-
program yang telah direncanakan sehingga dengan demikian dalam 
beberapa kasus besar kecilnya dan akan menjadi faktor yang 
menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. 
3) Komunikasi antara Badan Pelaksana 
Implementasi akan berjalan efektif jika standar dan sasaran 
dipahami oleh individu-individu yang bertanggung jawab dalam 
kinerja kebijakan. Hal ini sangat penting untuk memberi perhatian 
yang besar kepada kejelasan ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan 
kebiajakan, ketepatan komunikasinya dengan para pelaksana, dan 
konsistensi atau keseragaman dari ukuran-ukuran dasar dan tujuan-
tujuan kebijakan yang dikomunikasikan dengan berbagai sumber 
informasi. 
4) Karakteristik Badan Pelaksana 
Karakteristik badan-badan pelaksana disini mencakup struktur 
birokrasi. Struktur birokrasi diartikan sebagai karakteristik-
karakteristik, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi 
berulang-ulang dalam badan –badan eksekutif yang mempunyai 
hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa yang mereka 





terjadi dari ciri-ciri struktur formal daro organisasi-organisasi dan 
atribut-atribut yang tidak formal dari personil mereka. Hal lain juga 
perhatian perlu ditujukan kepada ikatan-ikatan badan pelaksana 
dengan pemeran-pemeran serta dalam sistem penyampaian kebijakan. 
5) Kondisi Sosial, Politik dan Ekonomi 
Kondisi-kondisi ekonomi,sosial, dan politik merupakan variabel 
selanjutnya yang diidentifikasikan oleh Van Meter dan Van Horn. 
Dampak kondisi-kondisi ekonomi,sosial, dan politik pada kebijakan 
publik merupakan pusat perhatian yang besar selama dasawarsa yang 
lain. Perubahan kondisi ekonomi, sosial, dan politik dapat 
mempengaruhi interpretasi terhadap masalah  dan dengan  demikian 
akan mempengaruhi cara pelaksanaan program, variasi-variasi dalam 
situasi politik berpengaruh terhadap pelaksanaan kerja. Peralihan 
pemerintahan dapat mengakibatkan perubahan-perubahan dalam cara 
pelaksanaan kebijakan-kebijakan tenpa mengubah kebijakan itu 
sendiri. 
6) Sikap Pelaksana 
Van Meter dan Van Horn berpendapat bahwa setiap komponen 
dari model yang dibicarakan sebelumnya harus dasaring melalui 
pelaksana dalam yuridiksi dimana kebijakan itu dihasilkan.  
Variabel kebijakan bersangkut paut dengan tujuan-tujuan yang 
telah digariskan dan sumber-sumber yang tersedia. Pusat perhatian pada 





informal, sedangkan antar organisasi terkait beserta kegiatan-kegiatan 
pelaksanaannya antar hubungan didalam lingkungan sistem politik dan 
dengan kelompok-kelompok sasaran. Akhirnya, pusat perhatian pada 
sikap para pelaksana mengantarkan pada telaah mengenai orientasi dari 













Gambar 2  
Model implementasi kebijakan Donal van Meter dan carl Van Horn 
Sumber: Nugroho (2011: 628) 
 
c) Model Grindle 
Menurut Nugroho (2011:634) mengutip pendapat dari Grindle 
yang menjelaskan bahwasannya implementasi merupakan suatu proses 
politik dan proses administrasi. Pertanyaan pertama mengenai “content” 
(isi). Pengaruh atau akibat apa yang dapat terjadi oleh karena isi program 
itu sendiri terhadap proses implementasi. Pertanyaan kedua, menyangkut 
Komunikasi antar 























“context” (yaitu kondisi lingkungan) yang mempunyai kaitan pengaruh 























Gambar 3  
Implementasi sebagai proses politik dan administrasi 














a. Content of Policy 
1. Interests Affected 
2. Typo of Benefits 
3. Extent of change 
envisioned 




6. Resources commited 
b. Content of 
Implementation 
1. Power, interests, and 
strategies of actors 
involved 
2. Institution and regim 
characteristics 
3. Compliance and 
responsiveness 
Outcomes: 
a. Impact on society, 
individuals, and 
groups 











Pada gambar diatas menjelaskan bahwa, keberhasilan suatu 
implementasi kebijakan akan ditentukan oleh 2 variabel yakni variabel 
content dan variabel context. Variabel content terkait dengan apa yang ada 
dalam kebijakan publik terhadap implementasi. Sedangkan variabel 
context terkait, dengan bagaimana konteks politik dan aktivitas 
administrasi mempengaruhi kebijakan yang di implementasikan. Variabel 
content meliputi 6 unsur yaitu: 
1) Interest yaitu pihak yang kepentingannya dipengaruhi, bahwa 
kebijakan yang dibuat membawa dampak terhadap macam kegiatan 
politik yang di “stimuli” oleh proses pembuatan kebijakan 
2) Type of Benefits yaitu, jenis manfaat yang bisa diperoleh, program 
untuk menyediakan manfaat kolektif lebih mungkin untuk 
diimplementasikan. Program untuk memberikan manfaat yang ada 
dapat dibagi habis dan bersifat partikularistik/ khusus mempertajam 
konflik 
3) Extent of Change Envisioned yaitu, jangkauan perubahan yang 
diharapkan: program jangka panjang, menuntut perubahan perilaku 
cenderung mengalami kesulitan implementasinya 
4) Site of Decesion Making yaitu, letak pengambilan keputusan: semakin 
tersebar implementor (secara geografis, organisasi), maka semakin 
sulit tugas implementasi program 
5) Program implementors yaitu, pelaksana-pelaksana program: mutu 





6) Resource Comitted yaitu, sumber-sumber yang dapat disediakan: 
tersedianya sumber daya yang memadai untuk mendukung program. 
Variabel Context meliputi 3 unsur yaitu: 
1) Power, interestis, and Strategies Of Actors Involved yaitu kekuasaan, 
kepentingan dan strategi dari para aktor yang terlibat. Keterlibatan 
pihak-pihak tersebut ditentukan oleh isi dan bentuk program yang 
diadministrasikan 
2) Instituation and rezime ccharacteristics yaitu ciri-ciri 
kelembagaan/rezim, kemampuan atau kekuasaan dari pihak yang 
terlibat dalam serta ciri rezim dimana berinteraksi akan memudahkan 
penilaian terhadap peluang-peluang untuk mencapai tujuan kebijakan 
atau tujuan program 
3) Complience and responsiveness yaitu konsisiten dan daya tanggap, 
pejabat harus memuasatkan perhatian pada: bagaimana mencapai 







C. Otonomi Daerah 
1. Pengertian Otonomi Daerah 
Pemberlakuan otonomi daerah yang dimulai sejak tanggal 1 Januari 
2001 telah membawa implikasi yang luas dan serius. Otonomi daerah 
merupakan fenomena politis yang menjadikan penyelenggaraan 
pemerintahan yang sentralistik-birokratis ke arah desentralistik-
partisipatoris. Paradigma baru dalam pelaksanaan otonomi daerah, yang 
meletakkan otonomi penuh, luas dan bertanggungjawab pada daerah 
kabupaten dan kota. Perubahan ini dimaksudkan untuk meningkatkan 
efektivitas pelayanan masyarakat, menumbuhkan semangat demokratisasi 
dan pelaksanaan pembangunan daerah secara berkelanjutan, dan lebih jauh 
diharapkan akan menjamin tercapainya keseimbangan kewenangan dan 
tanggung jawab antara pusat dan daerah. 
Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintah Daerah Pasal 1 ayat (6) menjelaskan, bahwa: 
“Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah 
otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan 
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem 
Negara Kesatuan Republik Indonesia”. 
 
Pengertian itu tidak terlepas dari pengertian otonomi yang dalam 
konteks politik dan pemerintahan mengandung makna pemerintahan 
sendiri. Kata “otonomi” berasal dari kata “otonom” yang mempunyai dua 
pengertian. Pertama, berdiri sendiri; dengan pemerintah sendiri; dan 
daerah otonom. Kedua, kelompok sosial yang memiliki hak dan kekuasaan 





Menurut Dharma Setyawan Salam dalam Ni Nyoman Mariadi 
demokrasi di Indonesia ditandai dengan pelaksanaan otonomi seluas- 
luasnya diberbagai daerah. Pemerintah daerah menginginkan agar 
pemerintah pusat menyerahkan sebesar-besarnya urusan yang selama ini 
ditangani oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang oleh 
undang-undang ditetapkan sebagai daerah otonomi atau otonomi daerah. 
Istilah otonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu “autos” yang artinya 
sendiri dan “nomos” yang artinya peraturan. Sehingga otonomi berarti 
peraturan sendiri atau undang-undang sendiri, yang kemudian berkembang 
pengertiannya menjadi menjalankan pemerintahan sendiri (Ni Nyoman 
Mariadi, 2011:47). 
Menurut Hanif Nurcholis (2007:30) Otonomi daerah adalah hak 
penduduk yang tinggal dalam suatu daerah untuk mengatur, mengurus, 
mengendalikan dan mengembangkan urusannya sendiri dengan 
menghormati peraturan perundangan yang berlaku. Sedangkan, dalam 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah juga 
mendefenisikan daerah otonom, Pasal 1 ayat (12) menjelaskan, “Daerah 
otonom yang selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat 
hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur 
dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat 
menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem 






2. Prinsip-Prinsip Otonomi Daerah 
Otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya 
dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua 
urusan pemerintahan diluar yang menjadi urusan pemerintah yang 
ditetapkan dalam undang-undang ini. Daerah memiliki kewenangan 
membuat kebijakan daerah untuk memberikan pelayanan, peningkatan 
peranserta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada 
peningkatan kesejahteraan rakyat (Widjaja, 2007:133). Penyelenggaraan 
otonomi daerah diperlukan otonomi yang luas, nyata, dan 
bertanggungjawab di daerah secara proporsional dan berkeadilan, jauh dari 
praktik-praktik korupsi, kolusi, nepotisme serta adanya perimbangan 
antara keuangan pemerintah pusat dan daerah (Widjaja, 2007:7-8). Prinsip 
otonomi daerah adalah sebagai berikut (Rozali Abdullah, 2007:5): 
a) Prinsip otonomi luas 
Otonomi luas adalah kepala daerah diberikan tugas, 
wewenang, hak, dan kewajiban untuk menangani urusan 
pemerintahan yang tidak ditangani oleh pemerintah pusat sehingga 
isi otonomi yang dimiliki oleh suatu daerah memiliki banyak 
ragam dan jenisnya. Daerah diberikan keleluasaan untuk 
menangani urusan pemerintahan yang diserahkan itu, dalam rangka 
mewujudkan tujuan dibentuknya suatu daerah, dan tujuan 
pemberian otonomi daerah itu sendiri terutama dalam memberikan 
pelayanan kepada masyarakat, sesuai dengan potensi dan 
karakteristik masing-masing daerah. 
b) Prinsip otonomi nyata 
Prinsip otonomi nyata adalah suatu tugas, wewenang dan 
kewajiban untuk menangani urusan pemerintahan yang senyatanya 
telah ada dan berpotensi untuk tumbuh dan berkembang sesuai 
dengan potensi dan karakteristik daerah masing-masing. Potensi-
potensi yang dimiliki daerah dapat dikembangkan deaerah untuk 
kesejahteraan masyarakat daerah. 





Prinsip otonomi yang bertanggungjawab adalah otonomi yang 
dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan 
tujuan pemberian otonomi yang pada dasarnya memberdayakan 
daerah, termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. 
Penyelenggaraan otonomi daerah harus selalu berorientasi pada 
peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu 
memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam 
masyarakat.Penyelenggaraan otonomi daerah juga harus menjamin 
keserasian hubungan antar daerah dengan daerah lainnya, artinya 
mampu membangun kerjasama antardaerah. Hal yang tidak kalah 
pentingnya bahwa otonomi daerah juga harus mampu menjamin 
hubungan yang serasi antar daerah dengan pemerintah, artinya 
harus mampu memelihara dan menjaga keutuhan wilayah negara 
dan tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam 
rangka mewujudkan tujuan negara. 
 
Otonomi daerah dapat dilaksanakan sejalan dengan tujuan yang 
hendak dicapai, pemerintah wajib melakukan pembinaan yang berupa 
pemberian pedoman seperti penelitian, pengembangan, perencanaan dan 
pengawasan. Pemerintah Daerah harus memilki standar, arahan, 
bimbingan, pelatihan, supervise, pengendalian koordinasi, pemantauan, 
dan evaluasi. Pemerintah wajib memberikan fasilitas yang berupa 
pemberian peluang kemudahan, bantuan dan dorongan kepada daerah agar 
dalam melaksanakan otonomi dapat dilakukan secara efisien dan efektif 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 
3. Keuangan Daerah 
Keuangan daerah dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 
Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dalam 
ketentuan umumnya menyatakan bahwa keungan daerah adalah semua hak 
dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah 





kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. 
Adapun beberapa ciri-ciri yang dimiliki keuangan daerah, yaitu: 
a. APBD merupakan rencana keuangan tahunan daerah yang 
ditetapkan dengan Peraturan daerah sebagai alat pengendalian 
tetapi juga dipakai dalam penyelenggaraan pemerintahan dan 
peningkatan pelayanan kepada masyarakat 
b. Belanja modal sebagai investasi dalam aktiva tetap tidak semata-
mata dimaksudkan untuk menghasilkan pendapatan tetapi juga 
dipakai dalam penyelenggaraan pemerintahan dan peningkatan 
pelayanan kepada masyarakat 
c. Pemerintah daerah tidak berorientasi mencari keuntungan tetapi 
lebih kepada usaha peningkatan pelayanan dan peningkatan 
kesejahteraan masyarakat. 
 
D. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) 
1. Pengertian IMB 
 Defini izin mendirikan bangunan oleh Siahian (2008,22) adalah 
perizinan yang diberikan oleh pemerintah kabupaten/kota kepada pemilik 
gedung untuk membangun, mengubah, memperluas, mengurangi dan atau 
merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administrasi dan 
persyaratan teknis yang berlaku. 
 Sedangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 izin 





yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemilik bangunan untuk 
membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat 
bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan 
teknis yang berlaku. 
 Dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 Pasal 16 
menjelaskan bahwa setiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratan 
administratif dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang 
meliputi: 
a. Status hak atas tanah dan atau izin pemanfaatan dari pemegang 
hak atas tanah 
b. Status kepemilikan bangunan gedung, dan 
c. Izin mendirikan bangunan gedung. 
  Pemerintah daerah wajib mendata bangunan untuk keperluan tertib 
pembangunan dan pemanfaatan. Pemerintah daerah yang dimaksud adalah 
instansi teknis pada pemerintah Kota Batu yang berwenang menangani 
pembinaan bangunan gedung. Pendataan termasuk pendaftaran bangunan 
gedung, dilakukan pada saat proses perizinan mendirikan bangunan secara 
periodik. 
  Pendataan bangunan gedung dimaksudkan untuk keperluan tertib 
pembangunan dan pemanfaatan bangunan gedung serta sebagai sistem 
informasi bangunan gedung pada pemerintah daerah. Berdasarkan 





bangunan gedung memperoleh surat bukti kepemilikan bangunan gedung 
dari pemerintah daerah. 
2. Dasar Hukum Penerbitan IMB  
  Bangunan gedung merupakan buah karya manusia yang dibuat 
untuk menunjang kebutuhan hidup manusia. Pada dasarnya setiap orang, 
badan atau institusi bebas untuk membangun bangunan gedung sesuai 
dengan kebutuhan, ketersediaan dana, bentuk dart. konstruksi. Hanya saja 
mengingat mungkin saja pembangunan suatu gedung dapat mengganggu 
orang lain maupun mungkin membahayakan kepentingan umum, tentunya 
pembangunan bangunan gedung harus diatur dan diawasi oleh pemerintah. 
Untuk itu diperlukan suatu aturan hukum yang dapat mengatur agar 
bangunan gedung dapat dibangun secara benar. 
  Pengaturan mengenai bangunan gedung di Indonesia telah diatur 
dalam dasar hukum yang kuat yakni dalam bentuk undang-undang yang 
memiliki aturan pelaksanaan berupa peraturan pemerintah. Undang-
undang yang dimaksud adalah Undang-Undang No. 28 Tahun 2002 
tentang Bangunan Gedung, sebagai aturan pelaksanaannya, pemerintah 
telah menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2005 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 28 Tahun 2002 tentang 
Bangunan Gedung. Dasar hukum Izin Mendirikan Bangunan di Kota Batu 






3. Permohonan IMB 
  Permohonan IMB adalah permohonan yang dilakukan pemilik 
bangunan gedung kepada pemerintah daerah untuk mendapatkan Izin 
Mendirikan Bangunan. Dimana izin tersebut diberikan oleh pemerintah 
daerah, kecuali bangunan gedung fungsi khusus oleh pemerintah pusat 
melalui proses permohonan izin mendirikan bangunan gedung harus 
mengikuti prinsip-prinsip pelayanan prima dan murah/terjangkau. Status 
kepemilikan bangunan dibuktikan dengan surat bukti kepemilikan 
bangunan yang diberikan oleh pemerintah Kota Batu.  
  Langkah-langkah yang harus ditempuh oleh pemohon IMB adalah 
dalam mendapatkan IMB adalah: 
a. Pemohon mengisi PIMB (Permohonan IMB) 
b. Fotocopy KTP yang masih berlaku 
c. Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan (dilampirkan bagi yang 
berbadan hukum) 
d. Fotokopi surat bukti hak atas tanah (Sertifikat/ Akta Jual Beli/ 
Kutipan Letter C) 
e. Surat Ijin Peruntukan Penggunaan Tanah (SIPPT) atau Ijin 
Lokasi (dilampirkan bagi bangunan gedung yang menempati 
luas tanah 500 m2 atau lebih) 
f. Rekomendasi Ijin Pengeringan untuk bangunan yang didirikan 
di atas tanah bekas sawah 
g. Surat pernyataan tidak keberatan dari pemilik tanah 
(dilampirkan bagi bangunan gedung yang didirikan di atas 
tanah milik orang lain);  
h. Surat pernyataan tidak keberatan dari tetangga (dilampirkan 
bagi bangunan gedung bertingkat dan atau tempat usaha) ;  
i. Surat Kuasa dan fotocopy KTP penerima kuasa (dilampirkan 
apabila pengurusan ijin tidak dilaksanakan sendiri);  
j. Fotocopy bukti pelunasan PBB tahun terakhir;  
k. Dokumen rencana teknis bangunan gedung dan atau gambar 
rencana bangunan lengkap;  
l. Rekomendasi teknis dari instansi terkait untuk jenis 






Sedangkan Prosedur Pelayanan dalam mendapatkan IMB, 
daintaranya:  
a. Pemohon meminta informasi mengenai IMB kepada petugas 
loket informasi dan pengaduan;  
b. Pemohon mengajukan permohonan IMB ke Walikota melalui 
KPPT, dengan mengisi formulir dilengkapi persyaratan yang 
ditentukan;  
c. Petugas Pendaftaran menerima, meneliti berkas permohonan 
izin, dengan ketentuan:  
1) Bila dinyatakan lengkap dan syah diberikan tanda terima 
permohonan izin;  
2) Bila dinyatakan tidak lengkap dan syah dikembalikan 
kepada pemohon disertai penjelasannya;  
d. Berkas permohonan yang dinyatakan lengkap, diterima oleh 
Pemroses IMB di Bagian Back Office, dengan ketentuan 
apabila:  
1) tidak memerlukan peninjauan lapangan diproses lebih 
lanjut untuk diolah surat keputusan IMB;  
2) memerlukan peninjauan lapangan diserahkan ke Tim 
Teknis untuk diproses peninjauan lapangan oleh Tim 
Teknis ke lokasi.  
e. Permohonan yang dilakukan survei lapangan oleh tim teknis, 
dilakukan analisa dan diterbitkan rekomendasi tim teknis, 
untuk dikembalikan kepada pemroses IMB di Back Office:  
1) Permohonan dengan rekomendasi ditolak dikembalikan 
kepada pemohon, melalui loket informasi;  
2) Permohonan dengan rekomendasi Tim teknis diterima, 
diproses diolah surat IMB.  
f. Pemeriksaan dan pemaraf-an Naskah Dinas Izin PPT oleh 
Kasi Pembangunan kemudian diajukan untuk ditandatangani 
oleh Kepala Kantor, melalui Subbag Tata Usaha KPPT Surat 
IMB yang telah ditandatangani oleh Kepala Kantor 
diregistrasikan dan diarsipkan;  
g. Penyampaian informasi kepada pemohon bahwa proses izin 
telah selesai oleh petugas informasi;  
h. Pemohon mengambil IMB telah selesai di loket penyerahan 
izin.  
 
